BAB IV

ANALISISHUKUM FORMIL DAN HUKUM MATERIIL TERHADAP

DASAR PERTIMBANGAN MAJELISHAKIM DALAM PENYELESAIAN

PERKARA NO. 535/Pdt.G/2007PA.Kds DALAM HAL PEMBERIAN

MUT'AH TERHADAPISTRI QOBLA DUKHUL

A. Analisis Putusan Pengadilan Agama Kudus No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds

atas Pemberian Mut'ah Terhadap Istri Qobla Dukhul Berdasarkan
Hukum For mil

Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkgasaguberdasarkan
adanya sengketa. Putusan mengikat kepada keduafbkik. Putusan harus
diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuknu (Pasal 60 Undang-
Undang No.7 Tahun 1989) yang diubah dengan Undadgng No.3 Tahun
2006 yang selebihnya diubah dengan Undang-undan§ Nahun 2009.
Dengan adanya putusan yang diucapkan oleh Majalisintd berarti telah
mengakhiri suatu perkara atau sengketa para pihalen& ditetapkan
hukumnya siapa yang benar dan siapa yang tidak.ffena

Putusan dilihat dari fungsinya dalam mengakhirkpea ada 2 (dua)

macam yaitu:

“8 Abdullah Tri Wahyudi,Peradilan Agama di Indonesia¥ogyakarta: Pustaka Pelajar,

2004, Cet ke-l, hal. 167.
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1) Putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri persasik di
persidangan, baik yang telah melalui semua tahapepksaan
maupun yang tidak/belum menempuh semua tahap pgesaan.

2) Putusan sela ialah putusan yang dijatuhkan masimdaroses
pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlgat@nnya
pemeriksaaf’

Dalam permasalahan yang penulis teliti ini putugamg penulis teliti
merupakan putusan akhir yang telah melalui semhaptpersidangan.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perkara atzerd
No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds, alangkah lebih baik jikea bahas terlebih
dahulu tentang maksud dari hukum formil itu sendidapun yang dimaksud
dengan hukum formil disini ialah aturan-aturan hukyang menunjukkan
cara mempertahankan hukum materiil atau peratuaag ynengatur tentang
tata cara beracara dimuka sidang dan cara bagajpeagadilan bertindaX.

Berbicara mengenai hukum beracara pada putusararpeperdata
No0.535/Pdt.G/2007/PA.Kds berarti menguraikan daalgerkara didaftarkan
sampai pelaksanaan putusan. Adapun mengenai andligkum formil
terhadap perkara No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds akanligepaparkan mengenai

beberapa tahapan dibawah ini:

49 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agarfagyakarta: Pustaka
Pelajar, 1998, Cet. ke-ll, hal.246.

* Basid Djalil, Peradilan Agama Di Indonesidakarta: Prenada Media, Cet. Ke-1, 2006,
hal.153.
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1. Tahap Penerimaan Perkara.
a. Para pihak dalam perkara.

Dalam perkara No0.535/Pdt.G/2007/PA.Kds suami sebaga
Pemohon mempunyai kewenangan untuk mengajukan d¢alak
kepada Termohon karena Pemohon adalah suami yamgdasa
Termohon, hal ini dibuktikan dengan adanya kutipgkta nikah
Nomor: 717/01/X/2007 tertanggal 4 Oktober 2007 gydikeluarkan
oleh KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

b. Kewenangan relative dan absolut Peradilan Agama.

Pemohon bertempat tinggal di Desa Getas Pejat@4 Rw I,
Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Sehingga berdas&dmpetensi
relatif pemohon telah sesuai mendaftarkan perkar&eyPengadilan
Agama Kudus karena merupakan wilayah hukum pemohon.

c. Pendaftaran perkara.

Hari sidang pertama tidak lebih dari 30 hari sétefanggal
pendaftaran perkara sesuai pasal 29 UU Nomor IntdBud4. Dalam
putusan No0.535/Pdt.G/2007/PA.Kds tidak sesuai denkgtentuan
yang seharusnya karena pendaftaran perkara tedathgtjopember
2007, dan barudilaksanakan sidang pertama pada tanggal 12
Desember 2007 ,karena hari sidang pertama tidak toi 30 hari dari
tanggal pendaftaran perkara itu, kecuali undangmgdnenentukan

lain>* Dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari ketua merhun;

1 Mukti Arto, Op. Cit, hal. 66.
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majelis hakim untuk memeriksa, mengadili, perkaedawh sebuah
penetapan majelis Hakim. Ketua membagikan semueabegrerkara
dan atau surat-surat yang berhubungan dengan peylkag diajukan
kepengadilan kepada majelis Hakim untuk diselesaiRada perkara

tersebut majelis hakim yang memeriksa dan mengaelikara tersebut

adalah :

1) Hakim Ketua : Drs. H. Abdullah Tsanie,SH,M.Hum.
2) Hakim Anggota : Drs. H. Nasikhun. SH.

3) Hakim Anggota : Drs. H. Nur Salim, SH.

Ketua Majelis setelah menerima berkas perkara latse
bersama-sama Hakim anggota mempelajari berkas rperkaetua
kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jamnkppekara akan
disidangkan serta memerintahkan agar para piha&ndgl untuk
menghadap pada hari, tanggal, serta jam yang dékatukan.
Pemanggilan para pihak.

Berdasarkan perintah Hakim / ketua majelis, juadgitusita
pengganti melaksanakan pemanggilan kepada park gitpaya hadir
dalam persidangan pada waktu yang telah ditentuRamanggilan
yang disampaikan Jurusita pengganti kepada paek pialam perkara
No0.535/Pdt.G/2007/PA.Kds telah sesuai karena sudemenuhi tata

cara pemanggilan.
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2. Tahap pemeriksaan dalam persidangan.

Proses pemeriksaan dalam persidangan dilakukanluinéddnap-

tahap yang telah dirumuskan dalam hukum acara feerdatelah hakim

tidak berhasil untuk mendamaikan para pihak makapalilanjutkan ke

tahap berikutnya yaitu pembacaan gugatan, jawabegugdat, replik,

duplik, pembuktian, dan kesimpulan.

Pada putusan No0.535/Pdt.G/2007/PA.Kds pemeriksaatamd

persidangan dilakukan dalam 14 kali persidangamdansampai pada

putusan itu ditetapkan, yang meliputi berbagaipgtemeriksaan, yaitu :

a. Pembacaan Gugatan

b.

Pembacaan gugatan dalam perkara No. 535/Pdt. GRO®&Ss
dilakukan pada sidang ke-2 dalam proses persidakgeena dalam
sidang pertama Pemohon tidak hadir di persidangam klanya
mengutus kuasanya untuk menghadiri sidang. Sebejugatan
dibacakan Majelis Hakim telah berusaha mendamakamiua belah
pihak namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pagatgnnya, maka
sidang dilanjutkan ketahap berikutnya yaitu jawabamohon.
Jawaban Termohon

Setelah permohonan dibacakan dan isinya tetaptdimerkan
oleh Pemohon kemudian Termohon diberi kesempatatukun
mengajukan jawabannya, Jawaban Termohon atas penaoh
Pemohon juga disertai dengan gugatan balik olemdieon atau

disebut gugatan rekonpensi. Maka oleh karena dalarkara No.
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535/Pdt.G/2007/PA.Kds Terdapat Gugatan Rekonperadtanreplik
dan duplik dalam perkara tersebut menjadi konpgasirekonpensi.
Pembuktian

Pada tahap ini, baik Pemohon maupun Termohon diberi
kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-budid berupa
saksi-saksi, alat bukti surat maupun bukti lainsggara bergantian
yang diatur oleh Hakim. Dalam putusan No. 535/P@0G7/PA.Kds
alat bukti yang digunakan adalah alat bukti sueat figa alat bukti
saksi.
. Konklusi’kesimpulan para pihak

Pada tahap ini, baik Penggugat maupun Tergugatridibe
kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat s&hg
merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selamagsio@rangsung,
menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan pdrak pdalam
putusan No. 535/Pdt.G/2007/PA.Kds disampaikan adeatulis dalam
suratnya pada tanggal 3 Maret 2008.
. Tahap Putusan Pengadilan

Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkayatagu
berdasarkan adanya sengketa (kontentius). SuatusgutHakim,
terdiri dari 4 bagian yaitu:
1. Kepala putusan

2. ldentitas para pihak
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3. Pertimbangan yang memuat tentang “duduknya perla”
“pertimbangan hukum”.
4. Amar atau dictum putusan.

Berdasarkan hukum acara perdata maka dalam sehtzap
harus terdapat hal-hal yang seperti penulis kuigpad maka di sini
penulis akan coba mengoreksi apakah dalam putusag penulis
teliti sudah memenuhi syarat-syarat yang harudatian putusan atau
belum, maka yang harus ada dalam putusan dan ydagdalam
putusan No. 535/Pdt.G/2007/PA.Kds adalah:

a. Judul dan Nomor Putusan.
- Judul : PUTUSAN
- Nomor Putusan sama dengan nomor perkara (SEMA
No0.32/TUADA — AB/IlI/-UM/1X/93 tanggal 11 September
1993}

Pada putusan yang penulis teliti juga terdapat lkgpatusan
dan nomor putusan vyang penulis teliti  adalah No.
535/Pdt.G/2007/PA.Kds.

b. Tanggal putusan

Yaitu pada hari dan tanggal pengucapan putusanmdala

sidang yang dinyatakan pada akhir puti8abalam putusan yang

penulis teliti, putusan diucapkan atau ditetapkadaphari senin

*2bid., hal. 256.
%3 | bid.



65

tanggal 31 Maret 2008 M, bertepatan dengan tanggaRabiul
Awal 1429 H.
c. Kepala Putusan

Dalam putusan yang penulis teliti juga terdapat akep
putusan yaitu kalimat “BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM” dan
diikuti dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

d. Nama dan tingkat pengadilan yang memutus

Pengadilan Agama yang memutus perkara ini tertatand
putusan yaitu Pengadilan Agama Kudus (pengadilala pagkat
pertama).

e. Tentang duduk perkaranya.

Dalam duduk perkara yaitu menggambarkan dengarkaing
tetapi jelas dan kronologis tentang duduknya perkarulai dari
usaha perdamaian, dalil-dalil gugat, jawaban teagugeplik,
duplik, bukti-bukti dan saksi-saksi, serta kesinapupara pihak’
Dan tentang duduk perkara dalam putusan yang seneliti
didalamnya juga terdapat kronologis duduk perkamanyaitu
mulai dari usaha perdamaian, dalil-dalil gugat, ghan tergugat,
replik, duplik, bukti-bukti dan saksi-saksi, sekasimpulan para

pihak.

*bid., hal. 257.
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f. Tentang hukumnya/pertimbangan hukum.

Memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan olelmhak
dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukartulis
maupun hukum yang tidak tertulis (misalnya: dailidsyar’i dan
sebagainya}’

g. Amar Putusan.

Amar merupakan kesimpulan akhir yang diperoleh oleh
hakim atas perkara yang diperiksanya, untuk mengakh
sengketa®

h. Pembebanan Biaya Perkara.

Pembebanan biaya perkara dalam putusan yang pegliilis
ditanggung oleh Pemohon dalam Konpensi / Tergugadand
Rekonpensi selaku pihak yang kalah dalam persicangduk
membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp.306@Q08da ratus
enam ribu rupiah).

i. Hubungan Amar dan Petitum.

Amar merupakan jawaban dari petitum dan setiapypeti
harus ada amarnya. Amar juga tidak boleh melebgtitym,
kecuali yang dibolehkan Undang-Undang (Pasal 1R Rhsal 41

(c) UU No. 1/1974, pasal 149 KH1).

%5 |bid., hal. 257.
%6 |bid.
*"|bid., hal. 259.
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j. Tanggal Putusan dan Pengucapan Putusan.

Putusan No0.535/Pdt.G/2007/PA.Kds diputus pada semin
tanggal 31 Maret 2008 M, bertepatan dengan tanggaRabiul
Awal 1429 H, oleh kami dari Drs. H. Abdullah Tsan&H. M,
Hum sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Nasikun, & Drs. H.
Nur Salim, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan npzada hari
itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuktakuumum
dengan dihadiri oleh: Khaerozi, S.HI, sebagai Raaipengganti
serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Temmoho

k. Penandatanganan Putusan.

Putusan ditandatangani oleh Ketua Sidang, Hakimirhlak
anggota dan panitera yang turut bersidang, denghobuhi
materai Rp. 2.000,00- (dua ribu rupiah) pada taadgan ketud®
Demikian juga dengan putusan yang penulis telitiuyputusan
No. 535/Pdt.G/2007/PA.Kds dalam akhir putusan hersguga
dibubuhi tanda tangan oleh Ketua Sidang, Hakim-Ha&nggota
dan panitera yang turut bersidang.

[.  Pembendelan.
Dilakukan setelah minutasi, dijahit dengan benaag di

segel dan dilakukan oleh petugas meja lll.

*8 |bid., hal. 260.
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m. Pemberitahuan isi putusan.

Bagi pihak yang hadir dalam sidang, pengucapanspuatu
merupakan pemberitahuan langsung kepada yang pkrgan.
Bagi pihak yang tidak hadir dalam sidang maka peitabeian
dilakukan dengan cara Ketua majelis membuat peaetajng
isinya memerintahkan kepada jurusita/ jurusita geng supaya
isi putusan tersebut diberitahukan kepada pihalg yadak hadir
pada sidang pembacaan putuSafNamun dalam putusan yang
penulis teliti pada saat putusan dibacakan kedizdn lpghak datang
di persidangan jadi pemberitahuan isi putusan diket secara
langsung.

n. Catatan kekuatan hukum tetap

Jika putusan telah memiliki kekuatan hukum tetapatet
pada bagian bawah putusan dan ditandatangani atgtigpbahwa
putusan telah mempunyai kekuatan tetap terhituntaintanggal
31 Maret 20087 Dalam putusan No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds
catatan kekuatan hukum tetap ditandatangani olehiti®a
Pengadilan Agama Kudus yaitu H. Abdul Wahid, SH, Num

pada tanggal 31 Maret 2008.

%9 |bid., hal. 261.
% |pid., hal. 262.
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0. Salinan Putusan
Salinan putusan dibuat dan ditandatangani olehnaaftasal
100 UU No. 7/1989) dan pada tiap halaman dibubup c
Pengadilarf’

Berdasarkan apa yang penulis uraikan diatas makaisgu
No0.535/Pdt.G/2007/PA.Kds sudah memuat ketentuanhdihal yang harus
ada dalam putusan sesuai dengan Hukum Acara Reradigama dan
Undang-undang Rl No.3 Thn 2006 amandemen UndangagndNo.7 Thn
1989, Demikian pula proses sejak awal masuknya tgnghingga tahap
putusan semua sudah memenuhi sarat-sarat yangduaaalam tahap proses
berperkara. Yang diantaranya adalah pada tahap rigsasn perkara
disebutkan bahwa para pihak dalam perkara No.588RD07/PA.Kds
merupakan pasangan suami isti yang sah dan sesuogam kutipan akta
nikah. Maka oleh karena pemohon dan termohon agelaangan suami istri
yang sah maka pemohon (suami) berhak mengajukamopenan ikrar talak
pada Pengadilan Agama Kudus yang merupakan wildyakum yang
berwenang mengadili perkara tersebut, hal ini sederagan pasal 66 ayat (2)
Undang-undang Rl No.3 Thn 2006 amandemen UndangagndRl No.7
tahun 1989 hal ini karena Termohon bertempat tihndgBesa Menawan Rt.
05 Rw. |, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, makahsibenar jika
Pengadilan Agama Kudus menerima perkara tersebrgn&amerupakan

daerah hukum Pengadilan Agama Kudus.

*! Ibid.
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Setelah tahap penerimaan perkara dan kewenangaivgdPengadilan
Agama Kudus seperti yang penulis analisis di ataslapat juga tahap
pendaftaran perkara dalam tahap ini seperti yangailian dalam pasal 68
ayat (1) undang-undang Rl No.3 Thn 2006 amandemmaany-undang RI
No.7 tahun 1989 yaitu :

“Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan delelis Hakim
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelatkdseratau surat
permohonan cerai tidak di daftarkan di Kepanitetraan

Dalam tahap ini pemohon mendaftarkan perkaranyta gajak tanggal
1 Nopember 2007 dan sidang pertama dilaksanakara padggal 12
Desember 2008 maka jarak waktu antara hari pemdaftdan hari sidang
pertama dilakukan adalah 42 hari sehingga dalamnh&engadilan Agama
Kudus tidak patuh dengan peraturan yang berlaktu yRasal 68 ayat (2)
undang-undang RI No.3 Thn 2006 amandemen Undangagn@l No.7 tahun
1989. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kukiusng disiplin
dalam menjalankan tugasnya.

Tahap penerimaan perkara merupakan tahap awabelagrapa proses
beracara di Pengadilan Agama yang harus dilaltelesde melalui tahapan-
tahapan tersebut maka tahap selanjutnya adalalp faé@eriksaan dalam
persidangan yang meliputi beberapa tahap yang adamta yaitu tahap
pembacaan gugatan, jawaban termohon, tahap pembulain pada tahap
pembuktian ini alat bukti yang digunakan adalaht blati surat yaitu akta
nikah Nomor: 717/ 01/X/2007 tertanggal 4 OktobeD2@ang dikeluarkan

oleh KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, Akta mikang digunakan
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sebagai alat bukti dalam perkara ini merupakanitm&ntik yang merupakan
bukti sempurna dan mengikat, maka akta tersebai tetji memerlukan bukti

tambah. Dapat dikatakan bukti sempurna dan mendiaegna Akta nikah

tersebut telah memenuhi syarat formil akta otedtk juga syarat materiil
akta otentik. Oleh karena itu berdasarkan anafisisulis diatas maka Akta
nikah yang digunakan sebagai salah satu alat lolakéim permasalahan ini
merupakan alat bukti yang benar. Selain alat bsiitat dalam pembuktian
pada perkara No0.535/Pdt.G/2007/PA.Kds terdapat alalabukti saksi , alat
bukti saksi dalam perkara ini dari masing-masirgapimempunyai dua orang
saksi yang mana semua saksi-saksi tersebut adedaly gang mengalami,
mendengar, merasakan dan melihat sendiri peristiar@g terjadi antara
Pemohon dan juga Termohon. Saksi-saksi dalam pataies ini juga telah

memenuhi syarat formil dan juga syarat materiilradgpat didengar sebagai
saksi. Maka dalam tahap persidangan yaitu pemarmksaksi-saksi, saksi
yang diajukan oleh masing-masing pihak yaitu Pematen juga Termohon
tidak memiliki cacat hukum dan dapat diterima salbagksi.

Tahap selanjutnya setelah tahap pembuktian yaltapt&esimpulan
para pihak dan juga tahap putusan pengadilan dallaap putusan pengadilan
terdapat beberapa syarat-syarat yang harus adm galtusan seperti yang
penulis sebutkan sebelumnya. Diantara beberapatssparat yang harus ada
dalam putusan pengadilan yaitu tentang pertimbangatumnya, dalam
permasalahan yang penulis teliti Majelis Hakim merti;mbangkan

putusannya dengan mempertimbangkan dalil gugatarbaatahan Termohon
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serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang &daka dari berbagai
pertimbangan hukum tersebut Hakim menarik kesimpuldari berbagai
pertimbangan hukum yang ada dalam putusan No.58&/R6007/PA.Kds
menurut pengamatan penulis semua sudah sesuaiakatalam setiap
keputusan yang diambil oleh Hakim dalam putusasetert memiliki dasar
pertimbangan hukum baik itu berupa pasal-pasaljuza dalil-dalil. Kecuali
putusan Majelis Hakim dalam hal pengabulan nafkalliyah Hakim dalam
memutuskan tidak mencantumkan peraturan perundaggrgan yang
berkaitan dengan masalah nafkahdiyah yaitu Pasal 80 ayat 2 dan 4 KHI,
dalam pertimbangannya hakim hanya mencantumkanr gasdmbangan
yang berasal dari pendapat ulama yang termuat databzkitab figih.
Selanjutnya adalah amar putusan dalam putusan

No0.535/Pdt.G/2007/PA.Kds amar putusan yang ditetapieh Hakim sudah
menjawab semua yang ada dalam permohonan dan jggag. Yaitu apa
yang dikabulkan dan apa yang ditolak atau tidaleriita berdasarkan
pertimbangan hukum yang telah dicantumkan dalamardpsrtimbangan.
Maka dalam hal amar putusan sudah sesuai sebagaiyzary harus ada
dalam amar putusan. Setelah amar putusan tahgp-4elanjutnya yaitu tahap
pembebanan biaya perkara yang dibebankan kepadahpansebagaimana
ditentukan dalam Pasal 89 ayat (1) undang-undangN&B Thn 2006
amandemen Undang-undang RI No.7 tahun 1989, makdogi®mnan biaya
perkara dalam putusan No0.535/Pdt.G/2007/PA.Kds rsudkrjalan sesuai

dengan peraturan yang ada. Tahap selanjutnya yaibggal putusan,
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penandatanganan putusan, pembendelan, pemberit@iyaumusan, catatan
kekuatan hukum tetap dan salinan putusan yang miepenulis semua tahap
tersebut sudah sesuai dengan apa yang seharusayadakin putusan dan

proses berperkara.

. Analisis Putusan Pengadilan Agama Kudus No0.535/Pdt.G/2007/PA.Kds
atas Pemberian Mut'ah terhadap Istri Qobla Dukhul Berdasarkan
Hukum Materiil
Pada bab sebelumnya penulis telah menguraikamtgpierkara cerai
talak tentang penetapan pembemaut'ah terhadap istrgobla dukhul Kasus
perceraian itu ditangani oleh Pengadilan ~ Agama IKudu
NO.535/Pdt.G/2007/PA.Kds. Dari beberapa isi putusasebut Pengadilan
Agama Kudus telah menetapkan;
1. Menghukum Pemohon untuk membagaut’ahkepada Termohon sebesar
Rp.4.000.000,00-
2. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkdhadiyah kepada
Termohon selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.2.10@00
3. Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekoiip@esmohon
dalam Konpensi yang selebihnya
Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hukum dat@metapkan
putusan tersebut adalah hukum Islam dan juga hydasiif yang analisisnya

adalah sebagai berikut;
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1. Dalam hal permohonan nafkdadiyah

Pada putusan No0.535/Pdt.G/2007/PA.Kudus Hakim mnimrigan
permohonan nafkaMadiyahnafkah yang tertunda yang wajib diberikan
oleh suami apabila selama dalam pernikahan tersetniapat hak nafkah
istri yang tidak diberikan oleh suami adalah denglasaristibra’.

Selain alasarnistibra yang digunakan majelis hakim sebagi dasar
pertimbangan dalam memutuskan nafkabhdiyah Majelis Hakim juga
mempertimbangkan keputusannya dengan alasan badwefon adalah
tergolong sebagai istri yartgmkin Termohon digolongkan sebagai istri
yang tamkin hal ini karena ucapan Termohon yangarae Pemohon
untuk pergi meninggalkan Termohon setelah akadhrileagan ucapan:
Termohon : “Mas jangan pergi dulu malu sama tegangasak baru saja

menikah sudah pergi, menginap dulu di sini”
Pemohon : “tidak karena pernikahan ini dijebak”

Karena ucapan Termohon tersebut maka Termohon odigkén
sebagai istri yandamkin oleh karena itu Pemohon wajib memberikan
nafkahMadiyahkepada Termohon.

Hal ini juga dijelaskan dalam kiteathul Mu’in tentang istri yang
tamkinyaitu:

Artinya: “Diwajibkan kepada suami memberikan nafkah kepadanya
karena tamkin®?

%2 Aly As’ad, Terjemah Fathul Mu’inKudus: Menara Kudus, hal. 197.
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Selain itu dijelaskan juga dalam kitdathul Mu’in bahwa Istri
yang tamkin adalah istri yang menyerahkan diri atau istri ysagt dan
tetap tinggal di dalam rumah yang siap untuk digambka apabila istri
yang menyerahkan diri tidak disentuh oleh suamikgeena kehendak
suaminya maka istri tersebut tetap berhak mendapatkfkah atau biaya
hidupnya® Dalam kasus ini Hakim mengabulkan permohonan mhafka
Madiyah yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi denganaralas
Tergugat Rekonpensi adalah tergolong sebagaiyiatrg tamkin, hal ini
juga dijelaskan dalam KHI Pasal 80 ayat (5);

“Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersegbada

ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesuatin

tamkinsempurna dari istrinya”

Maka keputusan Hakim dalam mengabulkan tuntutargdregat
Rekonpensi tentang nafkdfiadiyah adalah keputusan yang tepat karena
Penggugat Rekompensi adalah istri yaamkin sehingga nafkah yang
seharusnya diberikan oleh Pemohon kepada Termoiapn bulannya
karena selama dalam masa pernikahan pemohon s&aiatsiak pernah
memberikan nafkah maka nafkah itu menjadi hutangmgb®n kepada
termohon yang harus dilunasi hal ini juga dijelaskimlam kitabl’anah
Al-Tholibin;

e

Artinya: “Barang sesuatu yang harus diberikan kepada idRila lalai
memberikan, maka hal itu merupakan hutafi.”

®% bid., hal. 209.
® Ibnu Sayyid Muhammad'anah Al-Tholibin,Beirut: Daarul Fikr, t.th., hal. 83.
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Jadi dalam hal ini apabila Pemohon (suami) lalaiarda
memberikan nafkah kepada Termohon (istri) makaatatkersebut adalah
merupakan hutang, karena nafkah kepada istri ialabduntuk dimiliki.
Sehingga keputusan Hakim yang menetapkan nafkatiyah sebanyak
Rp. 700.000,00 tiap bulannya selama 3 bulan denigaal Rp.
2.100.000,00 adalah keputusan yang tepat.

Namun sangat disayangkan karena dalam pertimbagreysstapan
pemberian nafkahMadiyah dalam putusan tersebut tidak satupun
dicantumkan oleh Hakim dasar hukum yang berasalhid&um positif.
Yaitu kewajiban seorang suami untuk memberikan atafkepada istri
yang diatur dalam Pasal 80 ayat 2 dan 4 KHI

Ayat (2):

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan $&ega

sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai rienga

kemampuannya.

Ayat (4):

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya

pengobatan bagi istri dan anak;

c. Biaya pendidikan bagi anak;

Dari kedua Pasal dapat disimpulkan bahwa biayaphgkorang
istri termasuk didalamnya tempat kediaman bagi isi@ya rumah tangga,
biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dak,dnaya pendidikan

bagi anak merupakan kewajiban suami yang sesuajadependapatan

suami. Kecuali apabila istri tersebut tergolongaggi istri yangnusyuz
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maka hak nafkah istri tersebut menjadi gugur, sepgelaskan dalam
Pasal 80 ayat (7) KHI.

“Kewajiban suami sebagaimana dimaksud dalam ayat (5
gugur apabila istmusyu?z

Maka oleh karena Termohon bukan tergolong istrigyauzyuz
namun istri yangtamkin maka Termohon berhak mendapatkan nafkah
Madiyah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh MajelisnHaaitu
sebanyak Rp. 700.000 tiap bulannya selama 3 budeangan total Rp.
2.100.000 maka berdasarkan analisis yang penuidurmkan diatas
menurut penulis keputusan Majelis Hakim sepertisalut diatas
merupakan keputusan yang tepat.

NafkahMadiyahyang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi sebesar
Rp.2.100.000,00- oleh Tergugat Rekonpensi tuntuwémsebut disetujui
hanya satu bulan dengan nilai sebesar Rp.150.00&&@tus lima puluh
ribu rupiah) sedangkan oleh Majelis Hakim tuntutdenggugat
Rekonpensi tersebut dikabulkan sesuai dengan juiydaly Penggugat
minta. Penulis setuju dengan ketetapan Majelis tHadarena jika dilihat
dari pekerjaan Termohon sebagai pengusaha tralek tiayak jika
Termohon hanya diberi nafkah sebesar Rp. 150.00Qi80 bulannya
karena sebagai pengusaha tralis tentu Pemohon iigmeihghasilan yang
lebih besar dari Upah Minimum Regional kota Kudusty sebesar
Rp.700.000,00- tiap bulannya maka sudah tepat Magelis Hakim
mengabulkan permohonan nafkah dari Penggugat Reksnpaitu Rp.

700.000,00- tiap bulan dan karena pernikahan anBemohon dan
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Termohon terjadi selama 3 bulan maka benar jika eNsjHakim
mengabulkan permohonan nafkatadiyah dari Penggugat Rekonpensi
yaitu sebesar Rp. 2.100.000,00-. Keputusan Mditdism dalam hal ini
terkait denganmaslahah mursalalimaslahah tahsiniyghyang diakui
sebagai hukum Islam, dan terkait dengamaslahah tahsiniyatkarena
hukuman tersebut termasuk layak dan pantas dib@madieh adat

kebiasaan yang baik dan termasuk akhlak yang ferpuj

2. Dalam hal permohonan nafkatut’ah

Nafkahmut’ah adalah suatu pemberian dari suami kepada istrinya
sewaktu dia menceraikann§aDalam KHI Pasal 149 KHI dijelaskan
bahwa;

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka belami wajib

memberikammut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa

uang atau benda, kecuali bekas istri tersqbbta al dukhul

Dalam kasus ini walaupun perceraian yang terjasindiadalah
dalam keadaagobla dukhuhamun dalam putusan ditetapkan oleh Hakim
istri mendapatkan nafkamut'ah sebesar Rp.4.000.000.00- dalam hal ini

Hakim berpendapat bahwa ia mengabulkan permohoaficammut’ah

Penggugat Rekonpensi karemibra’ (berbuat kebajikan). Keputusan

% Sulaiman RasjidFigih Islam Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. ke-38, 20G8,
397.
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Hakim untuk memberikanmut'ah merupakan keputusan yang tepat
dengan dasar pertimbangan ayat Al-Qur’an yaitu adi@oh 241.:
G e Gs Oy pi s
Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklahedilmleh
suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai kévaaj bagi
orang-orang yang taqwa(QS. Al Bagarah: 2415

Ayat tersebut merupakan salah satu ayat yang lgsifusebagai
dasar hukum tentang adanya pembenait’ah berkenaan dengan ayat
tersebut diatas Ibnu Katsir berkata balsehagian ulama’ menggunakan
ayat tersebut sebagai dalil yang menunjukkan wggilomut'ah bagi setiap
wanita (istri) yang dithalak, sama halnya yang sudigerahkan maharnya
atau yang sudah ditentukannya, ditalak sebelurmytioa ®’

Jadi jelas bahwa ayat tersebut memberikan pengengibnya
pemberianmut’ah kepada setiap wanita (istri) yang ditalak tanpagden
mengkaitkan suatu ketentuan atau keadaan terhadapaw(istri) yang
ditalaknya. Selain ayat diatas yang dapat menjasiidadanya pemberian

mut’ahadalah:

Surat Al-Ahzab ayat : 28

}/T/

Loved ot od e S« g0t 0 o °f 249 X
fSanal Gl gy WA ol O35 J‘Sdl Sy o 22 Gl g

z i< z - &}°¥/é/
Sh e e

Artinya: “Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu jika kamu
menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka

% |smail Ibnu Katsir,Tafsir Al Quranil Karim,Juz |, Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-10,
2006, hal. 405.
®7 |bid., hal. 406.
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marilah supaya kuberikan kepadamu mut’ah dan akaikan
kamu dengan cara yang bdiKQS.Al-Ahzab : 28

Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa pemberatiah
adalah wajib bagi suami yang menjadi hak wanitai)igang ditalak baik
ia sudah didukhul dan atau sudah ditentukan mabhatay belum.

Dalam Surat Al-Ahzab : 49 juga disebutkan;

U 5352 OF 18 1 20 3 gl 25580 1) 1T Dl ey
Sod Ll BRI EARES 35S 3le (s Belle oS
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi
perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan maerek
sebelum mencampurinya maka sekali-kali tidak wagitas
mereka lddah Bagimu yang kamu minta untuk
menyempurnakannya, maka berikanlah mereka mut'ah da
lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baikn{@S.
AL-Ahzab : 49§°.

Dalam ayat tersebut memberikan pengertian, bahwd bagi
suami memberikamut’ah bagi wanita atau (istri) yang ditalak sebelum
didukhul atau dicampuri, baik sudah ditentukan maye atau belum
ditentukan.

Dari beberapa ayat yang penulis cantumkan diatasuaeayat
menjelaskan bahwanut’ah wajib diberikan disetiap perceraian kepada
istri yang diceraikan tanpa ada pengecualian apaleaberaian tersebut

gobla dukhul ataukah ba’da dukhul. Pendapat imam Abu Hanifah

sebagaimana dikutip oleh Abu Zahrah dalam kitabAysAkhwalusy

% |smail Ibnu KatsirOp. Cit.,hal. 849.
®1bid., hal. 876.
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Syahsiyah menggolongkan pemberiamut’ah berdasarkan 3 keadaan

wanita yang dithalak;

a. Apabila istri yang ditalak oleh suaminya belum @érmicampuri atau
disetubuhi dan juga belum ditentukan maharnya, nedkeadap wanita
(istri) yang ditalak dalam keadaan demikian adaladjib hukumnya
untuk diberikammut’ahdari si suaminya.

b. Memberikanmut’ah hanya merupakan hal yang sunnah bukan wajib,
apabila (istri) yang ditalak oleh suaminya sudasexdtiuh, akan tetapi
baginya belum ditentukan maharnya. Oleh karendaiyi wanita/istri
berhak menerima maharnitsil.

c. Sunnah muakkad, apabila wanita (istri) yang ditadakam keadaan
sudah disentuh (dicampuri) oleh suaminya dan jedghtditentukan
maharnya, maka pemberiamut’ah terhadap yang demikian itu adalah
merupakan sunnah muakkad s&j&isamping itu memberikamut'ah
kepada wanita yang diceraikan berarti melakukarcgraran dengan
cara yang baik, sebagaimana yang didasarkan pdagaran surat al-

Bagarah ayat 241;

Z
[

SR e s gy pi oulbaly

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah dikas
oleh suaminya mut'ah .”.(QS Al-Bagarah : 241}

0 Abu ZahrahAl-Akhwalusy SyahsiyalMesir: Darul Fikri Al Araby, hal. 235.
™ Ismail Ibnu KatsirOp. Cit, Juz I. hal. 405.
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Demikian pendapat Imam Abu Hanifah tentang pemberiat’ah
kepada wanita (istri) yang ditalak oleh suaminyalach pandangannya
pemberiarmut’ahdidasarkan pada keadaan wanita yang ditalak.

Selain pendapat Imam Abu Hanifah terdapat juga gesidimam
Syafi'i yang juga menjelaskan tentanmt’ah, sebelum mengemukakan
bagaimana pendapat beliau dalam hal memberikattah, terlebih dahulu
penulis kemukakan sekilas pandangan Beliau tentarigah yang dikutip
oleh Abi Hasan Ali dalam kitabnydawil Kabir Fi Fighi Madzhabil Imam
Syalfi’i;

{.&/o,/./°°.‘v///.“u,ﬂ// R TTE
olalla il G2l A Jas 0 A L;gLMJ\ JG

Artinya: “Syafi’i berkata Allah menjadikan mut’ah bagi sapi istri yang
dithalag” "

Imam Syafi'i dalam pendapatnya atgaulnya mempunyai dua
gaul, yaknigaul gadimdangaul jadid Dalam hukum pemberiamut’ah
juga beliau mempunyai dua gaul, yang mana antarygag satu dengan
yang lain juga berbeda.

DenganQaul Jadidnyabeliau berpendapat, bahwaut'ah wajib
diberikan kepada setiap wanita (istri) yang ditadl sudah dicampuri,
baik sudah ditentukan bagi istri yang ditalak yartaharnya sebelum ia
dicampuri atau sesudahn{fabeliau berpendapat demikian itu karena

firman Allah SWT;

22N

G e G Ol pe il

2 Abil Hasan Ali, Hawil Kabir Fi Fighi Madzhabil Imam Syafi'iBeirut: Darul Kutub Al-
Alamiyah, hal. 547.
®Ibid., hal. 548.
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Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklalbeli oleh
suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai kéwaaj bagi
orang-orang yang tagwa(QS.Al Bagarah: 241)

Maka di sini dalamgaul jadidnya ia mewajibkan pada suami
untuk memberikanmut’ah saat bercerai terhadap istri yang sudah
dicampuri. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i dalgaul godimnya
berbeda dengagaul jadidnya, bahwa tidak wajib memberikanut'ah
bagi wanita (istri) yang ditalak bila keadaan wan(istri) yang ditalak
belum pernah disentuh (dicampuri) dan juga belusmntikan maharnyA.

Dalil yang beliau gunakan dalam berpendapat seftertadalah ayat Al

Qur’an, sebagai berikut:

RN N SRR RSt T L,.J\V...albu\r_{.l.cc\j;‘y
M‘&.& g}j;.«.sb Lp\.ééjl.;}ii.!\dl;) .UCM}AJ‘&;

ti\\

Artinya: “Tidak ada satupun (mahar) atas kamu, jika kamu eraikan
istri-istrimu  sebelum kamu bercampur dengan merelan
sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklalu kam
menentukan mut’ah (pemberian) kepada mereka. Onrany
mampu menurut kemampuanny dan orang yang miskiniroten
kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yangtp#éang
demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang ferbuat
kebajikan”. (QS Al-Bagarah: 2365

Jika dikaitkan dengan permasalahan dalam kasusmaka
pendapat imam Abu Hanifah pada point (a) lebih &gk dengan
permasalahan yang penulis teliti dibandingkan dengandapat Imam
Syafi'i dimana imam Abu Hanifah berpendapat bahvegivmemberikan

nafkah mut'ah kepada wanita yang diceraikan dalam keadgahla

" Ibid.
5 Ismail Ibnu KatsirOp. Cit, Juz I. hal. 398.
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dukhul yang mana keadaan ini sama dengan keadaan Tergadat
permasalahan yang penulis teliti, dan juga pendapsm Abu Hanifah
penulis rasa lebih cocok dengan ayat-ayat Al-Quniamg berbicara

tentangmut’ah seperti contohnya Al-Qur’an surat Al-Baqgarah 238wy

Shsiag L b 158 BAAE T Laledl ma“’ o ke Fis Y
el B Gs Oyl Bl 838 A o5 538 ansd) L

PN

Artinya: “Tidak ada satupun (mahar) atas kamu, jika kamu eemcan
istri-istrimu  sebelum kamu bercampur dengan merelan
sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklalu kam
menentukan mut’ah (pemberian) kepada mereka. Ogamgy
mampu menurut kemampuanny dan orang yang miskiaroten
kemampuanny pula, yaitu pemberian menurut yangtpgsng
demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yangasu
berbuat kebajikan”(QS Al Bagarah: 236

Terhadap ayat tersebut imam Abu Hanifah berpendbphtva

Apabila istri yang ditalak oleh suaminya belum pérrdicampuri atau

disetubuhi dan juga belum ditentukan maharnya, meKsadap wanita

(istri) yang ditalak dalam keadaan demikian adalafib hukumnya untuk

diberikanmut'ah dari si suaminyd’ Berbeda dengan pendapat Imam Abu

Hanifah terhadap ayat tersebut Imam Syafi'i berppatl bahwa tidak

wajib memberikanmut’ah bagi wanita (istri) yang ditalak bila keadaan

wanita (istri) yang ditalak belum pernah disentdicgmpuri) dan juga
belum ditentukan maharnya. Jadi apabila wanita)(ing ditalak belum

pernah disentuh (dicampuri) dan juga belum ditesntuknaharnya maka

bukan merupakan suatu kewajiban suami untuk meRkarenrnut’ah,

"®Ibid., hal. 398.
" Abu ZahrahQp. Cit, hal. 235.
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bahkan wanita (istri) yang seperti itu tidak berhaknerimamutah,
karena tidak memenuhi syafit.

Berdasarkan dari kedua pendapat imam tersebut ipelaldih
condong kepada pendapat imam Abu Hanifah karenaliperasa lebih
sesuai dengan apa yang ada dalam ayat Al-Qur'dn p&iBaqgarah 236
yang menurut penulis ayat tersebut memberikan |zesaje bahwa apabila
perceraian itu terjadi dalam keadagwbla dukhuldan belum ditentukan
maharnya maka tidak ada kewajiban bagi suami umtekaberikan mahar
namun hendaklah diberikamut'ah oleh suami menurut kemampuan
suami. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i tersebuaglipenulis rasa
tidak sesuai dengan ayat tersebut karena jelasmdalgat tersebut
diterangkan bahwa “hendaklah kamu menentukaitah (pemberian)
kepada mereka” yang berarti sebuah anjuran untukbeekanmut’ah
kepada istri yang dicerai dalam keadagabla dukhul dan belum
ditentukan maharnya.

Berdasarkan pada beberapa ayat serta uraian yanglispe
cantumkan serta pendapat imam Abu Hanifah diatakank&putusan
majelis hakim dalam mengabulkan tuntutan nafkalt’ah yang diminta
oleh Penggugat Rekonpensi merupakan keputusantgpaty Namun jika
melihat pada sisi hukum positifnya yaitu pada P4adg&@ huruf (a) KHI

yang menjelaskan bahwa;

8 Abil Hasan Ali,lock. cit
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“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka belami wajib

memberikammut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa

uang atau benda, kecuali bekas istri tersgqbbta al dukhul

Keputusan majelis Hakim untuk mengabulkan permoharakah
mut’ah terlihat bertentangan dengan pasal tersebut dyatias kata-kata
yang menyebutkan “kecuali bekas istri tersefobla dukhul namun
dalam hal ini penulis sependapat dengan pendapglid&lakim yang
menguatkan bahwa kata-kata yang menyebutkan “kedeMas istri
tersebut qobla dukhul bukan merupakan suatu larangan atau
pengharaman untuk memberikanut'ah bila perceraian itu terjadi dalam
keadaangobla dukhul Namun penjelasan dari Pasal 149 huruf (a) KHI
yang lebih tepat adalah wajib kepada seorang suatok memberikan
nafkahmut’ah kepada istri manakala terjadi perceraian dan paiaeftu
terjadi atas keinginan suami, namun ketika peraardu terjadi dalam
keadaamobla dukhulmaka kewajiban suami untuk memberikan nafkah
mut’ah kepada istri menjadi gugur, namun kata-kata “kedoekas istri
gobla dukhul bukan berarti suatu larangan bagi istri untuk erena
mut’ah atau pengharaman bagi suami untuk membenkatiah kepada
istri. Yang berarti bahwa pada saat percerian etjadi dalam keadaan
gobla dukhulmaka nafkalmut’ahitu boleh diberikan oleh suami kepada
isteri namun tidak menjadi suatu kewajiban bagimgua

Berdasarkan apa yang dijelaskan dalam surat Al4Bhgayat 241
maka Hakim mengabulkan permohonan nafkaltah yang diminta oleh

Penggugat Rekonpensi dengan jumlah Rp.4.000.000)d@ka oleh
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karena dalam Al-Qur'an menyebutkan hukum yang demilsehingga
Hakim berpendapat bahwasanya apabila dalam Al-Quekh ada aturan
yang mengaturnya maka peraturan atau undang-unsieperti apapun
diluar Al-Qur’an dapat dikesampingkan termasuk thafgermasalahan ini
yaitu KHI yang bertentangan dengan apa yang adanmd&l-Qur’an,

pendapat majelis hakim dalam hal ini sejalan demmadapat Said Agil
Husain Al Munawar dalam bukunya Hukum Islam danrdtitas Sosial
mengatakan bahwa “Al-Qur'an menetapkan bahwa Att@mghendaki
setiap muslim melaksanakan hukum-hukumnya. Karemangudah
menjadi keyakinan setiap Muslim bahwa jika manusianjalankan
hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum-hukutahAlakan

berakibat kesengsaraan hidup di dunia ini maupuakdirat nant.

Majelis Hakim mengabulkan nafkamut'ah yaitu sebesar Rp.
4.000.000,00- (empat juta rupiah) yang semula ReyaggRekonpensi
menuntut nafkaimut’ah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta
rupiah) hakim mengabulkan nafkahut'ah sebesar Rp. 4.000.000,00-
(empat juta rupiah) dengan pertimbangatibra’ yang terkait dengan
maslahah tahsiniyah karena pekerjaan Tergugat Rekonpensi sebagai
pengusaha Tralis maka tidak bijak bila Majelis Hakmenghukum
Tergugat untuk membayar nafkatut’ah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat
puluh lima juta rupiah) maka sudah bijak keputuSkjelis Hakim yang

menghukum Tergugat untuk membayar nafkadut'ah sebesar Rp.

¥ Said Agil Husain Al MunawatHukum Islam dan Pluralitas Sosidlakarta: Penamadani,
2004, hal. 8.
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4.000.000,00- (empat juta rupiah) dan nilainydasulebih besar dari

nafkah yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensu yafkahmadhiyah

dan nafkaHddahsebesar Rp.2.100.000- (dua juta seratus).

Maka apa yang telah ditetapkan oleh Hakim untuk gabuolkan
permohonan nafkaimut’ah yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi
adalah keputusan yang tepat berdasarkan analsigigpdiatas.

3. Dalam hal permohonan nafké&dah

Nafkah Iddah adalah masa menanti yang diwajibkan atas
perempuan yang diceraikan suaminya, guna supayaetatiiki
kandungannya berisi atau tid&k.

Waktu tunggu atalddah bagi seorang janda digolongkan menjadi
empat macam masddah yaitu:

a. Apabila perkawinan putus karena kematian walaumin belum
digauli (gobladukhu) maka waktu tunggunydddah) adalah 4 bulan
10 hari.

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian makdunatakggu bagi
yang masih haid atau masih datang bulan ditetapkaali suci atau 3
kali haid dan bagi yang tidak haid atau tidak dgtdoulan lagi
ditetapkan 3 bulan atau 90 hari.

c. Apabila perkawinan putus karena perceraian, segamip tersebut
dalam keadaan hamil, waktu tunggunya (lddah) giteta sampai ia

melahirkan.

8 Sulaiman RasjidFigih Islam Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2005, Cet. keg8.
414,
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d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedandajaersebut
dalam keadaan hamil, waktu tunggudah) ditetapkan sampai ia
melahirkar®

Namun bila putusnya perkawinan itu karena perceraiedang
antara janda tersebut dengan bekas suaminya tidakalp terjadi
hubungan badan maka tidak ada waktu tungigidaf) bagi janda
tersebuf?

Dalam perkara No0.535/Pdt.G/2007/PA.Kds disebutkaahwa
dalam Gugatan Rekonpensi Termohon selaku Penggagkonpensi
menuntut nafkaiddah kepada Hartono (Tergugat Rekonpensi) sebesar
Rp.2.100.000,00-, namun dalam hal ini Majelis Hakmanolak tuntutan
tersebut dengan alasan tuntutan dari Tergugat Rekasntidak beralasan
dan tidak berdasarkan hukum karena antara Peng@edainpensi dan
Tergugat Rekonpensi sejak pernikahan tanggal 4@kt2007 sudah tidak
pernah terjadi hubungan badan. Maka jelas bahwatam Penggugat
Rekonpensi dalam hal permohonan nafkitah adalah tidak berdasarkan
hukum dan tuntutan itu harus ditolak. Hal ini seslemgan Pasal 29 ayat
(2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yangubgrb

“Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus peikan karena

perceraian sedang antara janda tersebut dengars bakaninya

belum pernah terjadi hubungan kelamf#.”

Dan juga KHI Pasal 153 ayat 1 dang3;
Ayat 1;

81 Djamaan NurFigih Munakahat Semarang: Dina Utama Semarang, 1993, hal. 172

8 Aly As'ad, Op. Cit, hal. 173.

8 UU Perkawinan (Undang-Undang RI No. 1 Tahun 19@dgdn Penjelasannya No. 9
Tahun 1975), Semarang: Aneka limu, 1990, hal. 49.
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Bagi seorang istri yang putus perkawinannya benaiktu tunggu
ataulddah kecualigobla al dukhuldan perkawinanya putus bukan
karena kematian suami.

Ayat 3;

Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinanera
perceraian sedang antara janda tersebut dengars bakaninya
gobla al dukhul

Selain itu dalam Al-Qur’an juga ditegaskan dalamasil-Ahzab

49 yaitu:

b BARE O U5 o 1A € Sl 1285 1T sl el g
o L BAg BASES W3S 3l 1 (elle oSS
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi
perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan merek
sebelum mencampurinya maka sekali-kali tidak wagitas
mereka lddah Bagimu yang kamu minta untuk
menyempurnakannya, maka berikanlah mereka mut'ah da
lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baikf@s. Al-
Ahzab : 49
Jadi, tidak ada alasan bagi Penggugat Rekonpetsgi umenuntut
nafkah lddah karena tidak ada waktu tunggu disebabkan kareteraan
Termohon dan Pemohon selama pernikahan tidak ipéenadi hubungan
suami istri. Jadi keputusan Hakim yang menolak péonan nafkah
Iddah yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi merupalgutiysan
yang tepat menurut penulis.
Pada putusan No0.535/Pdt.G/2007/PA.Kds yang pentdigi ini

terdapat permasalahan yang lain dari biasanya aidgtalam undang-undang

tidak ditemukan peraturan yang mengatur permasalaha didalamnya,

8 |smail Ibnu KatsirOp. Cit.,Juz III, hal. 876.
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hingga menurut penulis Majelis Hakim melakukan pem&n hukum terhadap
permasalahan ini.

Pada permasalahan yang penulis teliti ini terdppatasalahan yaitu
ketika hubungan badan antara seorang wanita damarge@ria itu terjadi
sebelum adanya pernikahan dan kemudian setelaluthergan badan baru
pasangan itu melakukan perkawinan yang sah apakaimpan tersebut dapat
diakui sebagai hubungan yang sah dalam undang-grmEnkawinan Pasal 2
ayat (1) disebutkan bahwa :

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurukutmu
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Maka berdasarkan Pasal tersebut jelas bahwa hubuayay terjadi
diluar adanya perkawinan yang sah adalah tidakdsahtidak dapat diakui
dan dipertanggung jawabkan secara hukum karenangahutersebut terjadi
diluar dari peraturan yang telah ditetapkan. Dakagama juga dijelaskan
bahwa hubungan badan (dukhul) yang terjadi anteaasg wanita dan
seorang pria sebelum ada akad yang sempurna &e@dwanya adalah zina.
Maka sudah seharusnya dalam putusan No.535/Pd@GRA.Kds hubungan
antara pemohon dan Termohon sebelum terjadi penkavtidak dapat diakui.

Dengan adanya permasalahan tersebut Majelis Haketakokan
Penemuan hukum berdasarkan kekuasaan hakim yaogngrdalam asas
kebebasan Hakim yang diatur dalam pasal 1 UndamgtnNomor 4 Tahun
2004 yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yandeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkiamrhalan
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keadilan berdasarkan pancasila, demi terselenggmriegara
hukum Republik Indonesia.”

Kebebasan Hakim berarti dalam setiap penanganakarnaerdi
pengadilan hakim bebas dari segala paksaan danatelsgrta campur tangan
pihak manapun termasuk pihak kekuasaan negarayédinn

Termasuk dalam putusan yang penulis teliti hakinmggenakan hak
yang terletak pada diri hakim karena jabatannyak (ba officig untuk
menemukan hukum karena dalam permasalahan yandispeeliti tidak
terdapat Undang-Undang yang dapat diterapkan sedapat guna
memperoleh keputusan yang layak dan patut bagi pdwak. Maka oleh
karena hakim dilarang menolak memeriksa dan mehgaelikara dengan
dalih tidak ada atau tidak lengkap hukumnya, untaénemukan hukum
dalam hal ini hakim harus mengisi kekosongan huktumdengan metode
Argumentum Per-Analogianganalogi). Penalaran analogi digunakan oleh
hakim jika hakim harus menjatuhkan putusan dalaatuskonflik yang tidak

tersedia peraturan-peraturaniiya.

8 Abdullah Tri WahyudiOp. Cit, hal. 39.
8 Sudikno MertokusumaPenemuan Hukun¥ogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1996, hal.
63-65.



